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MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUELIK INDONESIA

NOMOR Q2% TAHUN 20614
TENTANG
PENYELENGGARAAN

KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG i-i4HA ESA

MENTERY PEMUDA DAN OLAH RAGA REP:GLYK INDONESIA,

bahwa pengibaran Bendera Fusska merupakan bagian vyang
tidak terpisahkan dari peringatan detik-detik Proklamasi
Kemerdeicaan Negara Republik Indonesia, sebagai momentum
sejarah yang harus diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia;
bahwa untuk menumbuhkair dan mementapkan nilai-nilai
kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta taneh air, serta rela
berkorban untuk bangsa dan Negara, pengibaran Bendera
Pusaka dilakukan oleh putra nutri terbaik dari sefuruh Indonesia;
bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan nengibaran Bendera
Pusaka perlu dibentuk Fasukan Pengibar Bendera Pusaka;

bahwa berdasarkan pertirbanuan sebagaimana dimiaksud pada
huruf a, huruf b dan hurur ¢, perlt menetapkarn Peraturan
Menteri Permiuda dan Olahraca tentang  Peryeienggarazn
Kegiatan Pasukan Pengihar Bendera Pusake;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomayr 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tanun 2009 tentang Benders,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Nagara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negare Rzpubiik Indonesia Nomor 5035);
Undang-Undang Nomor 40 Taihun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Neqgara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Nzgara Repubtlik Indonesia Nomor 5067);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga;

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun
2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang
selanjutnya disingkat PASKIBRAKA bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah serta pemangku kepentingan untuk menyeleksi putra putri
terbaik dari seluruh wilayah di Indonesia sebagai pengibar dan
Penurunan Bendera Pusaka, guna menumbuhkan dan memantapkan
nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 2

Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan
PASKIBRAKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Buku I, Buku II dan Buku III Peraturan Menteri ini, dan
merupakan satu kesatuan serta bagian yvang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.



Pasal 3
Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Zo Februari 2014

MENTERI PEMUDA DA OLAHRAGA

REPUBLIK IND@NESIA,

B ROY SURYO NOTODIPROJO

/

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR
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MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN

KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pengibaran Bendera Pusaka merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peringatan detik-detik Proklamasi
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sebagai momentum
sejarah yang harus diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia;
bahwa untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai
kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela
berkorban untuk bangsa dan Negara, pengibaran Bendera
Pusaka dilakukan oleh putra putri terbaik dari seluruh Indonesia;
bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengibaran Bendera
Pusaka periu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
Undang-Undang Nomor 40 Tzhun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;

7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga;

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun
2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang
selanjutnya disingkat PASKIBRAKA bagi Pemerintah dan pemerintah
daerah serta pemangku kepentingan untuk menyeleksi putra putri
terbaik dari seluruh wilayah di Indonesia sebagai pengibar dan
Penurunan Bendera Pusaka, guna menumbuhkan dan memantapkan
nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 2

Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan
PASKIBRAKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Buku I, Buku II dan Buku III Peraturan Menteri ini, dan
merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.



Pasal 3
Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Z¢& Februari 2014

MENTERI PEMUDA D LAHRAGA
REPUBLIK I ESIA,

4’

7

P& ROY SUR¥O NOTODIPROIO
-

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR



